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mengatur teknis pelaksanaan sehingga dapat lebih menjamin 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 

maksimal, utamanya jika sengketa lingkungan hidup harus diselesaikan 

melalui kepailitan. Adapun dalam hal pelaksanaan, Kementerian 

lingkungan Hidup diharapkan dapat memaksimalkan upaya pelaksanaan 

putusan pengadilan atau eksekusi sehingga sengketa lingkungan hidup 

dapat selesai dengan cepat tanpa harus diselesaikan melalui kepailitan. 
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